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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Demokrasi merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan 

berbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat 

kelas elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, cendikiawan, 

mahasiswa dan kaum profesional lainnya.
1
 Karena itu, demokrasi menjadi 

suatu fenomena penting yang mewarnai suatu transformasi masyarakat global 

pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 ini, yakni adalah menguatnya tuntutan 

demokrasi khususnya di negara-negara berkembang termasuk negara yang 

berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia. 

Di Indonesia proses demokratisasi merupakan keharusan yang hampir 

tak terelakkan. Hal ini akibat kemajuan yang telah di capai oleh negara kita 

khususnya peningkatan dan pemerataan kecerdasan masyarakat banyak telah 

memperlebar jalan bagi kemungkinan adanya partisipasi sosial politik, atau 

setidaknya mempertinggi tuntutan partisipasi itu jika struktur sosial politik 

resmi yang ada belum memberikannya.
2
 

Kuatnya tuntutan demokrasi dan maraknya diskursusi  demokrasi tidak 

lain karena adanya tanggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang 

bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi 
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masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan 

yang ideal. Ideal dalam arti manusiawi dan berkeadilan. Demokrasi telah 

diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah 

suatu struktur masyarakat yang dominatif, refresif dan otoritarian, karena 

nilai-nilai fundamental dalam demokrasi itu adalah antara lain: 1. Hak-hak 

asasi, 2. Kebebasan asasi, 3. Keadilan, 4. Persamaan, 5. Keterbukaan.
3
 

Sejak persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para bapak 

pendiri bangsa relah menggunakan istilah demokrasi untuk mensiasati sistem 

politik Indanesia.
4
 Demokrasi diperbincangkan dan dianggap sebagai sesuatu 

yang sangat penting untuk bangsa ini pada abad ke-20. Keinginan untuk 

melepaskan diri dari belenggu penjajahan hadir bersamaan dengan keinginan 

untuk membentuk suatu negara merdeka, telah mendorong para pejuang 

pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk memperbincangkan dan sekaligus 

memilih demokrasi sebagai wacana yang akan diperjuangkan. Dalam 

memeperbincangkan demokrasi di Indonesia bagaimanapun juga, tidak 

terlepas dari alur periodesasi sejarah politik Indonesi. Yaitu apa yang disebut 

dengan periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintah 

parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin dan pemerintahan orde baru 

(Pancasila Democracy)
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Demokrasi memulai babakan baru, rakyat merasa inilah saatnya untuk 

mewujudkan identitas bangsa yang tertuang dalam undang-undang dasar. 

Kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Meski demikian, masih terdapat 

endapan dari sistem sebelumnya yang tetap berjalan. Dalam ruang-ruang 

pendidikan, sistem ekonomi, praktik politik hingga pandangan mengenai 

“kesatuan” republik Indonesia. Hingga korupsi, penindasan tetap dilakukan 

dan konflik tetap berjalan terutama daerah rawan komflit misalnya di Ambon, 

yang memakan korban rakyat kecil yang berpartisipasi dalam tata 

pemerintahan dan suksesi politik yang katanya demokratis ini. 

Keadilan hanya dapat ditegakkan bilamana demokrasi rakyat 

terpenuhi, bahkan lebih jauh lagi, kesejahteraan akan merata, persatuan akan 

terwujud dan kemanusiaan akan berlangsung. Begitu pula sebaliknya, tiada 

demokrasi rakyat dapat berlangsung tanpa keadilan di dalamnya. Di tengah 

pluralitas pemikiran, intelektual, agama, etnis dan tradisi di Indonesia, Islam 

merupakan agama paripurna untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut 

Sistem demokrasi di Indonesia merupakan wacana pemikiran yang 

selalu berkembang dan aktual untuk mengisi ruang kenegaraan. Selalu ada 

tarik ulur dari beberapa golongan yang pro terhadap demokrasi dengan 

kalangan Islam, kasus yang cukup menarik adalah masalah kebebasan 

berkeyakinan dan beragama di negeri ini, sehingga fenomena seperti di atas 

bagi sarjana-sarjana Islam selalu menarik untuk diaktualisasikan dalam 

wacana akademik. 

Melihat corak pemikiran Ahmad Safi'i Ma'arif, kebebasan beragama 
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dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi yang di junjung tinggi oleh 

sistem demokrasi yang ada, sehingga apabila ada anak bangsa atau warga 

negara ingin memeluk agama apapun maka semua itu di lindungi dan dijamin 

oleh UUD. Tingkat peradaban politik kita masih rendah, kumuh dan kotor 

seperti  politik uang adalah merupakan moral yang rendah. 

Ini pernyataan Ahmad Syafii Maarif: bangsa Indonesia mengalami 

krisis kepemimpinan karena politik menjadi ajang kompetisi kepentingan-

kepentingan sempit kelompok, bukan untuk mencapai keadilan sosial dan 

kesejahteraan seluruh rakyat, seperti dicita-citakan para pendiri negeri ini. 

Sebagai tokoh Islam, ia berani menegaskan bahwa negara Indonesia harus 

tetap menjadi negara yang berdiri di atas Pancasila; 

bukan “negara agama” tertentu'. Sehubungan dengan ini, baik kiranya kita 

telaah lebih lanjut usaha-usaha sementara kaum cendekiawan Islam 

menanggapi perkembangan situasi di kalangan Islam di Indonesia. 

Adapun dasar hukum demokrasi dalam Al-Qur’an terdapat dalam 

Surat Al-A’raf
6
 ayat 3: 

    

     

     

    

Artinya : “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah 

kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu 

mengambil pelajaran (daripadanya).” (QS. Al A’raf:3)  
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif yang di 

fokuskan pada pembahasan mengenai demokrasi di Indonesia. Pengkajian 

ini penulis tuangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul: 

”Pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif Mengenai Demokrasi di 

Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

dapat di rumuskan: 

”Bagaimana pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif mengenai demokrasi di 

Indonesia?” 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

”Mengetahui  pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif mengenai demokrasi di 

Indonesia.” 

 

D. Signifikansi Penelitian  
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Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Bahan masukan guna menambah khazanah ilmu pengetahuan, dalam hal 

memahami pemikiran Bapak Syafi’i Ma’arif yang berhubungan dengan 

demokrasi, dan di bidang ilmu ketatanegaraan yang memfokuskan pada 

persoalan mengenai demokrasi di Indonesia. 

2. Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah Perpustakaan 

IAIN Antasari pada umumnya, dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah pada 

khususnya. 

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah ini 

dari sudut pandang yang berbeda.  

 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk menghindari interpretasi yang salah, dalam hal ini penulis 

memberikan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Pemikiran ialah buah pikir mengenai masalah tertentu. Dalam hal ini 

adalah buah pikir Ahmad Syafi’i Ma’arif mengenai masalah demokrasi di 

Indonesia. 

2. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat 

turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, atau dengan kata lain 

pemerintah rakyat. 

 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu dalam penggalian data penulis mempelajari dan menelaah 

sejumlah literatur yang membahas mengenai permasalahan dalam 

penelitian ini. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur-literatur yang 

berhubungan dan membahas masalah demokrasi di Indonesia menurut 

pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif. Sedangkan yang menjadi obyek dalam 

penelitian ini adalah mengenai pemikiran, alasan dan alur pemikiran 

Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam teori mengenai demokrasi di Indonesia.  

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan demokrasi di Indonesia menurut pemikiran Ahmad 

Syafi’i Ma’arif, meliputi: 

1) Demokrasi di Indonesia 

2) Ciri-ciri demokrasi di Indonesia 

3) Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya 

Ahmad Syafi’i Ma’arif, yang terdapat pada buku:  

a. Membumikan Islam, ( Yogyakarta : Pustaka pelajar,1995)  



8 

 

 

b. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Peraturan 

dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES,1985) 

c. Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 

2) Sumber Data Sekunder 

a. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, (Norchalish Madjid) 

b. Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim, (A.M. Saefuddin) 

c. Syura Bukan Demokrasi, terjemahan dari judul asli  Fiqhusy 

Syura wal Istisyarat, (Taufik Asy Syani) 

d. Demokrasi dan Proses Politik ( Amien Rais) 

3) Sumber Data Tersier 

- Kamus Besar Bahasa Indonesia 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Agar data yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Survey Kepustakaan, yaitu teknik awal yang digunakan sebagai upaya 

menghimpun data yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang 

diperoleh dari perpustakaan, untuk dijadikan bahan pustaka.  

b. Studi Naskah, yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari, 

menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul dengan cara 

mengambil sub judul yang berhubungan dengan penelitian ini
7
. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
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a. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Koleksi data, penulis mengumpulkan data dari sejumlah literatur 

yang di perlukan untuk penelitian. 

2. Klasifikasi data, penulis mengelompokkan data sesuai dengan 

keperluan dan kebutuhan data dalam permasalahan yang di teliti. 

3. Editing data, yaitu upaya untuk mengecek data yang dilakukan 

untuk menentukan data yang diperoleh tersebut telah sesuai dengan 

pembahasan yang menjadi permasalahan dalam penelitian, 

sehingga diketahui data tersebut dapat dimasukkan dalam proses 

selanjutnya. 

b. Analisis Data 

Analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif, dimana analisis disajikan dalam bentuk uraian dan 

dari data yang ada, dan penulis memberikan keterangan lebih lanjut 

dengan literatur-literatur yang ada hubungannyadengan permasalahan 

yang diteliti.  

6. Tahap Penelitian 

a. Tahap Pendahuluan 

Tahap ini merupakan tahap pertama yang dilakukan, yaitu 

penulis membaca, mempelajari dan menelaah sejumlah literatur-

literatur yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah 
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proposal, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk 

mendapatkan persetujuan memasukkan ke Tim Proposal Fakultas 

Syariah. Setelah itu diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing 

yang ditujukan Fakultas untuk membuat desain operasional, kemudian 

diseminarkan. 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap kedua,di mana penulis melakukan 

penghimpunan data sebanyak-banyaknya dari perpustakaan IAIN 

Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan yang menjadi tempat penelitian. Tahap ini ditempuh selama 

dua bulan sesuai dengan perintah riset. 

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap ini merupakan tahap ketiga, dimana penulis melakukan 

pengolahan data yang didapatkan, sesuai dengan teknik pengolahan 

data dan analisis secara objektif. 

d. Tahap Penyusunan Data dan Penutup 

Tahap ini merupakan tahap akhir yang penulis lakukan, dimana 

penulis melakukan penyusunan terhadap data yang dianalisis, dengan 

mengacu pada sistematika yang ada untuk dijadikan karya tulis 

berbentuk skripsi. Untuk itu penulis mengonsultasikannya kepada 

dosen pembimbing, setelah mendapatkan persetujuan atas penelitian 

ini secara keseluruhan, selanjutnya penulis mempersiapkan diri untuk 

menghadapi sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari 
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Banjarmasin. 

 

G. Kajian Pustaka  

Berdasarkan kajian ilmiah yang telah penulis lakukan terhadap 

beberapa literatur-literatur terdahulu, ditemukan karya ilmiah yang berjudul 

Demokrasi dalam Perspektif Abu A’la Al-Maududi dan Amien Rais oleh Sri 

Hidayati NIM 0001133720 dan Demokrasi Menurut Yusril Ihza Mahendra 

oleh Normiani NIM 0201135076 

Demokrasi menurut Abu A’la Al-Maududi adalah  suatu sistem yang 

tidak islami karena menempatkan rakyat di atas segala-galanya sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi atas suatu negara. Kemudian dia dia 

memperkenalkan istilah yang disebut “Teo Demokrasi” dalam sistem 

pemerintahan ini , kedaulatan adalah hak mutlak Allah swt. Manusia hanya 

sebagai pelaksana kedaulatan Tuhan. 

Demokrasi menurut Amien Rais adalah pemerintahan dari rakyat dan 

untuk rakyat dalam kerangka tauhid, seluruh dimensi kehidupan umat Islam 

harus bertumpu pada tauhid sebagai esensi dari seluruh ajaran Islam termasuk 

dalam kehidupan bernegara. Demokrasi dengan semangat tauhid diharapkan 

dalam suatu konstruksi masyarakat atau negara yang bebeas dari penindasan, 

eksploitasi, dan kekuasaan yang tidak adil. Dalam pemikiran Amien Rais ini 

dijabarkan dalam beberapa kriteria universal yang secara substansial kriteria-

kriteria itu merefleksikan demokrasi sebagai sistem politik yang menjunjung 

tinggi prinsip di mana rakyat adalah pemilik kedaulatan dan kekuasaan yang 
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sesungguhnya.  

Demokrasi menurut Yusril Ihza Mahendra adalah system pemerintahan 

yang ideal yang menjamin hak asasi manusia dan dapat mewujudkan suatu 

tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi dengan tuntunan nilai-nilai dasar 

Islam dan pengetahuan agama dari masing-masing individu yang pada 

dasarnya bertujuan untuk membangun suatu konstuktur masyarakat atau 

negara yang bebas dari penindasan, eksploitasi dan kekuasaan yang tidak adil 

atau sewenang-wenang.  

Beberapa pandangan di atas yang berhubungan demokrasi memiliki 

perbedaan satu sama lainnya di mana bahwa demokrasi menurut Abu A’la Al-

Maududi adalah bahwa kedaulatan hak mutlak ditangan Allah SWT 

sedangkan manusia hanyalah sebagai pelaksana berbeda dengan pendapat 

Amien Rais bahwa kedaulatan ditangan rakyat dalam rangkat tauhid, pendapat 

Yusril Ihza Mahendra adalah system pemerintah yang ideal yaitu menjamin 

hak warga negara yang adil dan manusiawi dengan tuntunan nilai-nilai dasar 

Islam dan pengetahuan agama dari masing-masing individu. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan masalah, keseluruhan tulisan ini terdiri atas empat bab. 

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, 

yang memuat teori umum tentang demokrasi di Indonesia menurut pemikiran 

Syafii Maarif yang sementara penulis ketahui. Agar penelitian ini tetap pada 

pokok permasalahan serta tidak mengambang kearah lain, ditentukan rumusan 
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masalah. Untuk mendapatkan apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

ditetapkan tujuan penelitian. Pada bab pertama ini pula diterangkan kegunaan 

(signifikansi penelitian), dan untuk menghindari kesalahan terhadap judul 

maka dimuatlah batasan istilah. Kemudian menggambarkan mengenai metode 

penelitian akan digunakan dalam penelitian ini. Hal-hal yang dimuat pada bab 

ini nantinya akan menjadi pedoman rujukan dalam bab-bab berikutnya. 

Bab kedua merupakan materi mengenai Demokrasi di Indonesia. Pada 

bab ini akan membahas mengenai Pengertian Demokrasi, Kreteria Demokrasi, 

Unsur-unsur Demokrasi, Sejarah Demokrasi, dan Demokrasi di Indonesia. 

Bab ketiga merupakan materi Biografi dan Pembahasan mengenai 

pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif mengenai demokrasi di Indonesia. Biografi 

tokoh politik ini sangat penting untuk diketahui, karena pemikiran seorang 

tokoh mengenai suatu permasalahan tertentu, selalu dipengaruhi oleh situasi, 

domisili dan kondisi serta hal-gal yang mempengaruhi corak berfikir tokoh 

tersebut. Kemudian dibahas pada sub bab berikutnya di sebutkan Karya-karya 

Ahmad Syafi’i Ma’arif kemudian dibahas mengenai pemikiran Ahmad Syafi’i 

Ma’arif mengenai demokrasi di Indonesia. Pembahasan ini merupakan 

penjabaran dari rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, 

yang diambil dari karya Ahmad Syafii Ma’arif  yang berjudul Membumikan 

Islam, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Peraturan dalam 

Konstituante dan Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965),. Dalam bab ini penulis mencoba memberikan suatu 

Pembahasan mengenai Pemikiran Ahmad Syafi’I Ma’arif mengenai 
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Demokrasi di Indonesia. Pembahasan ini merupakan analisis terhadap 

pemikiran tokoh politik Islam Ahmad Syafi’i Ma’arif mengenai demokrasi di 

Indonesia.  

Bab keempat adalah bab terakhir sebagai penutup Dalam bab ini 

penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa saran bila perlu. 
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